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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

  Dari pembahasan yang sudah penulis paparkan di atas, maka 

kesimpulan penulis tentang  Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku 

Perzinahan di Masyarakat Hukum Adat Suku Kawei Raja Ampat Provinsi 

Papua Barat adalah:   

   Proses penyelesaian tindak perzinahan yang terjadi di dalam 

masyarakat adat suku Kawei diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu 

musyawarah bersama di rumah ketua adat suku Kawei, Kabupaten Raja 

Ampat. Orang yang berwenang untuk melakukan penyelesaian kasus 

perzinahan secara adat adalah seorang ketua adat atau biasanya disebut 

dengan “Merin”. Merin didampingi oleh ketua marga (ketua keret) yang 

merupakan perwakilan dari marga masyarakat (pihak perempuan) yang 

terlibat dalam kasus perzinahan. Setelah musyawarah tersebut telah 

menghasilkan kesepakatan semua pihak, Merin akan mengambil keputusan 

untuk menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku perzinahan tersebut berupa 

denda adat atau kawin paksa. Namun apabila salah satu pihak masih merasa 

keberatan dengan penjatuhan sanksi adat yang dijatuhkan maka akan 

dilakukan perundingan kembali untuk mencari solusi dari penyelesaian 
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kasus perzinahan tersebut sampai kedua pihak dari keluarga mencapai 

kesepakatan. 

B. Saran 

 

  Dari kesimpulan yang sudah penulis paparkan maka penulis mempunyai 

saran, yaitu: 

  Masyarakat hukum adat suku Kawei masih seringkali tidak puas 

terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perzinahan karena 

dianggap terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku 

sehingga seringkali lebih memilih menyelesaikan melalui jalur hukum adat. 

Saran yang penulis berikan adalah dalam pembuatan peraturan di dalam 

perundang-undangan terkait tindak pidana perzinahan, diharapkan dapat 

dikaji kembali dengan mempertimbangkan dampak dari kepuasan 

masyarakat terhadap sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana 

perzinahan.  
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